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ABSTRAK -

Awalnya UU Kepailitan memang mengakui hak-hak jaminan dari kreditur
untuk dapat langsung mengeksekusi piutangnya. Namun selanjutnya, terdapat
beberapa pasal yang mengabaikan Hak-hak Jaminan Kreditur dalam
melaksanakan tagihan harta pailit tersebut. Hal ini tentu saja sangat merugikan
kreditur sebagai pemilik piutang. Ada beberapa poin yang melemahkan UU
Kepailitan dalam menjamin Hak-Hak Kreditur Pemegang Hak Jaminan,
contohnya antara lain; adanya pengingkaran Hak Jaminan itu dengan
menggolongkan barang yang dibebani dengan Hak Jaminan tersebut sebagai harta
pailit, tidak jelasnya aturan tentang bagaimana uang hasil penjualan barang
agunan akan dibagikan kepada para Kreditur, dan singkatnya jangka waktu bagi
Kreditur untuk dapat melakukan eksekusi Hak-Hak Jaminannya.

Kenyataan tersebut terjadi sebab tidak jelasnya hukum tentang Hak-Hak
Jaminan. Hak itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu
secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan vang yang dibutuhkan
telah diterima peminjam uang. Intinya adalah barang jaminan tersebut benar-benar
dikuasai menurut jalur hukum. Kemudian kaburnya penjelasan tentang macam-
macam utang yang dapat dibagikan antara para Kreditur menunjukkan kelemahan
pada undang-undang ini.

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, penyusun mencoba melakukan
analisis dan perumusan yang spesifik dengan sasaran pembahasan dalam
perspektif Islam, jenis penelitian yang diambil adalah kepustakaan (library
research). Dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan secara normative,
yaitu apakah prosedur hukum pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang
itu layak atau tidak dengan norma yang berlaku dan sebagai tolak ukur dalam
hukum Islam.

Menurut ketentuan syari’ah bahwa apabila masa yang diperjanjikan untuk
pembayaran utang telah terlewati, maka orang berutang berkewajiban untuk
membayar utangnya. Namun seandainya orang yang berutang itu tidak memiliki
kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin
kepada pemegang jaminan untuk menjual barang tersebut, dan seandainya izin ini
tidak diberikan, maka pemegang jaminan dapat meminta pertolongan Hakim
untuk memaksa orang berutang itu untuk melunasi utangnya atau memberikan
izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut. Singkatnya
Islam sangat menghormati hak-hak jaminan kebendaan dari para Kreditur,
sehingga ia tidak merasa dirugikan haknya oleh si Debitur pailit.
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“Barang siapa yang melepaskan suatu kesulitan saudaranya dari kesulitan-
kesulitan dunia, maka Allahpun akan melepaskannya dari kesulitan-kesulitan di
hari Kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang
sedang mengalami kesulitan, maka Allahpun akan memberinya kemudahan di
dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama si hamba
tersebut menolong saudaranya.”
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987
dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut

I. Konsenan Tunggal

_ Huruf Latin
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba‘ b be
o ta' { te
O sa 8 es (dengan titik di atas)

l jim j je

T ha‘ h ha (dengan titik di bawah)
t kha' kh ka dan ha

> Dal d de

3 zal Z zetl (dengan titik di atas)
o ra’ r er

Ve Zai 4 zet
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o Sin ; es
5 Syin Sy es dan ye
P sad S es (dengan titik di bawah)
8% dad D de (dengan titik di bawah)
L td T te (dengan titik cii bawah)
b za' y4 zet (dengan titik di bawah)
t ~ ‘ain Y koma terbalik ( di atas)
t Gain G ge

) fa‘ F ef

3 Qaf Q qi

4 Kaf K ka

J Lam L el

A Mim M em

B} Nun N en

9 Wawu \% we

R b ! h

s hamzah ’ apostrof

Lf ya' Y Ye

X




II. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah ditulis Rangkap

3o ditulis muta’addidah
bis ditulis ‘iddah
. Ta’ Marbutah diakhir kata
a. Bila dimatikan tulis 4
ky.,._ ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “«a/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
h.

ditulis

Lyl =

c. Bila ta’marbutah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis ¢

Karamah al-auliya’

s dlsles . | ditulis Zakat al-fifr
IV. Vokal Pendek
~ fathah ditulis a
Kasrah ditulis i
s dammah ditulis Y




V. Vokal Panjang

| Fathah + alif ditulis a
slo ditulis Jahiliyyah
i Fathah + ya’mati ditulis 5
S ditulis Tansa
‘f.».-)
: Fathah + ya’mati o 3
e ditulis Karim
\ Dammah + wawu mati ditulis 3
. ituli Furud
STP ditulis ad
VL. Vokal Rangkap
. Fathah + ya’ mati ditulis Ai
=" ditulis bainakum
, Fathah + wawu mati ditulis Au
. ituli aul
Js ditulis q

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
20 ditulis a’antum
ol ditulis widdat
2  Cnd o ditulis [a’in syakartum
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VIII. Kata sandang alif lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah wmaupun Syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf “a/’

C)W\ ditulis 31—0111"271
Ll ditulis al-Qiyas
slacdl ditulis )-sama’

atau pengucapannya

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi

o2a 4 g9

ditulis

Zawi al-Furud .

il ol

ditulis

Ahl al-sunnah
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan
hidayah kepada hamba-Nya yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya
ajaran agama-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada
junjungan alam dan suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW., yang
telah mengajarkan dan menasehati umatnya untuk memahami makna hidup
menuju rida-Nya.

Al-hamdulillah, dengan rahmat dan petunjuk Allah S.W.T., maka penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang”, yang merupakan sebagian dari syarat-syarat
untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentu saja dalam tulisan ini banyak kekurangan, baik substansi materi
maupun metodologinya. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang
telah membantu baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-
pengarahan yang sangat penting. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan

terima kasih kepada:
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. Semua teman-temanku serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penyelesaian skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penyusun berikan atas kebaikan-kebaikannya, kecuali

hanya memohon do’a kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Semoga segala jasa baiknya diterima sebagai amal shaleh disisi-Nya.

Pada akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat mendatangkan
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BABI

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hukum yang menjadi landasan bagi persoalan utang piutang
adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai perubahan dari Undang-
Uhdang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang,

Faktor penyelesaian utang piutang adalah permasalahan yang sangat
penting, sehingga kebutuhan akan Undang-Undang Kepailitan yang adil, cepat,
terbuka, dan efektif merupakan faktor yang paling penting untuk memaksa serta
memperbaiki moralitas debitur agar mau jujur menyelesaikan utang kepada
Kreditur. Termasuk dalam hal ini, penyelesaian utang piutang terhadap dunia
usaha yang perlu segera diberi kerangka hukumnya, agar perusahaan-perusahaan
dapat beroperasi secara normal. Dengan demikian selain aspek ekonomi,
berjalannya kembali aspek hukum akan mengurangi terjadinya tekanan sosial.

Adanya Undang-Undang tentang Kepailitan yang baru bukan berarti
menggantikan peraturan kepailitan yang lama yaitu Faillissement Verordening
yang tertuang dalam Staatsblad tahun 1905 nomor 217 juncto dan Staatsblad
tahun 1906 nomor 348. Akan tetapi, Undang-Undang Kepailitan tersebut hanya
mengubah dan menambah /7uillissement Verordening yang bersangkutan, Karena
secara yuridis formal, peraturan kepailitan yang lama tersebut masih tetap berlaku.

Hanya saja, karena pasal-pasal yang diubah (termasuk diganti) dan ditambah



tersebut sedemikian banyaknya, maka secara formal Undang-Undang Kepailitan
hanya mengubah peraturan yang lama, tetapi secara materil Undang-Undang
Kepailitan tersebut telah mengganti peraturan yang lama tersebut. Pada prinsipnya
| prosedur Hukum Acara Perdata biasa (/K atau RBG) tetap berlaku untuk perkara
permohonan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang
Kepailitan tersebut.

Salah satu asas hukum didalam perkara kepailitan adalah asas Verplichte
Procureur Stelling, yakni adanya kewajiban bahwa setiap permohonan kepailitan
harus diajukan oleh penasihat hukum, dalam hal ini penasehat hukum yang
mempunyai izin praktek.' Sementara untuk permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang harus ditandatangani oleh penasehat hukum (yang juga
mempunyai izin praktek) bersama-sama dengan debitur.’ Ketentuan tentang
keharusan menggunakan jasa penasehat hukum atau advokat tersebut tetap di
pertahankan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Adapun beberapa materi pokok yang baru dalam Undang-Undang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini antara lain: Pertama,
diberikan bahasan yang tegas terhadap pengertian utang agar tidak menimbulkan
berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini, termasuk pula terhadap pengertian
jatuh tempo (waktu). Kedua, mengenai Syarat-syarat serta prosedur pernyataan
pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk di
dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengafnbilan putusan

pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

! Pasal 7 ayat 1 UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

Z Pasal 224 ayat 1 UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004



Di dalam lalu-lintas hukum (khususnya hukum perjanjian), setidaknya
terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditur (creditor)
dan debitur (debitor). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang
lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi,
berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau menurut Undang-Undang disebut dengan
istilah “onder werp object”

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 dinyatakan bahwa:

Seseorang dapat dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan
apabila debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
membayar lunas sedikitpun satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu
atau lebih krediturnya.

Konsekuensi dari putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah segala
urusan keuangan atau usahanya diserahkan kepada suatu badan yang disebut
Kurator. Tindakan ini merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah
kemungkinan bagi debitur melakukan penyimpangan terhadap kekayaannya
sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan
utangnya4.

Seseorang yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dapat mengajukan
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk
mengadakan rencana perdamaian yang meliputi tawaran, pembayaran seluruh atau

sebagian utang. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung,

3 Munir Fu’ady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2005), him. 8.

* Sutan Remy Syahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Failissementverordening Juncto
Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Edisi Revisi, 2004), hlm. 39.



debitur tidak akan kehilangan penguasaan dan hak (heheer en beschikking) atas
kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaan.
Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur dan pengurus merupakan
dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah
tanpa yang lain.’

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa seorang yang pai]it (muflis) tidak
dilarang mempergunakan hartanya sebesar apapun utangnya kecuali ada larangan
dari Hakim. Jika seseorang itu menggunakan hartanya sebelum adanya pelarangan
dari Hakim, maka tindakannya dinyatakan sah. Para piutang (kreditur) atau siapa
saja tidak boleh melarangnya sepanjang hal itu tidak dimaksudkan untuk
melarikan diri dari utang atau menggelapkan hak-hak orang lain, khususnya bila
tidak ada harapan untuk bertambahnya penghasilan hidup berdasarkan kenyataan
yang ada.®

Dengan melihat masalah yang muncul dari kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang, maka yang sangat menarik bagi penulis adalah
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang, yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk skripsi
dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

3 Kartini Muljadi, “Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga”, dalam
Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Editor Rudy A. Lontoh, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 297.

¢ Muhammad Jawad al-Mugniyyah, a/-Figh ‘Ali al-Mazihib al-Khamsah, alih bahasa
Masykur AB, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), him. 700.



B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Bagaimanakah Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang menurut Hukum Islam.
C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

i. Menjelaskan tentang Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang menurut UU No. 37 Tahun 2004,

2. Menjelaskan tentang Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan
dalam penyelesaian dan pemberesan harta pailit.

Adapun kegunaan dari rencana penyusunan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

a. Memberi sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian perkara
kepailitan di antara debitur dan kreditur, sebagai subjek atau objek
hukum menurut Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta
memberi penjelasan tentang kedudukan dan jenis kreditur yang -
memiliki hak-hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang.



b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya

bagi disiplin ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk membahas kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,
maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang berhubungan dengan
masalah ini, Beberapa literatur baik yang berupa Kitab-kitab Figh maupun buku-
buku yang mengupas masalah tersebut, merupakan rujukan dalam penyusunan
skripsi ini. Sumber yang menjadi pokok bahasan ialah Undang-Undang RI Nomor
37 Tahun 2004 Pasal 2 tentang Kepailitan.

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis sangat sedikit sekali karya
~ tulis yang membicarakan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang terutama karya tulis yang ditinjau dari perspektif Islam. Hal ini
terjadi karena masih jarangnya Ulama Figh yang mengangkat persoalan utang
piutang secara tuntas dan mendalam, terutama tentang ketentuan dalam
pelaksanaan pembayarannya. Fenomena ini tidak hanya terjadi dimasa lalu,
- namun juga dimasa sekarang sehingga perlu kiranya untuk dikaji dan dibahas
Iebih lanjut.

Di antara beberapa karya yang membicarakan kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang baik dari perspektif hukum perdata maupun dari
perspektif hukum Islam, yang ditemukan penulis adalah:

Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-

Undang No. 4 Tahun 1998 karya Svtan Remy Syahdeini. Buku ini membahas



secara tuntas ketentuan-ketentuan kepailitan yang disertai pula kasus-kasus yang
pernah diputuskan Pengadilan terutama Mahkamah Agung. Buku ini juga memuat
uraian perbandingan tentang ketentuan kepailitan di Negara lain, yang bertujuan
untuk memperluas wawasan pemikiran kita mengenai seluk beluk hukum
kepailitan.

Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek karya Munir Fu’ady. Di dalam
bukunya beliau mengemukakan adanya keterpaduan yang harmonis antara
kupasan teori dan kupasan praktek, yang dipandu oleh uraian penjelasan yang
cukup analitis dengan tetap bersandar pada aturan yang berlaku. Buku ini juga
menjelaskan pasal demi pasal dari konscp Undang-Undang Kepailitan yang
berlaku saat in1.

Kitab Bidayah al-Mujiahid wa al-Nihayah al-Muqtasid karya Ibnu Rusyd,
yang mengutarakan beberapa hal seperti pengampuan terhadap orang pailit,
barang-barang yang terkena pailit dan kadar harta yang ditinggalkan bagi orang
pailit (muffis). Menurut Ibnu Rusyd keadaan orang pailit (muflis) terbagi menjadi
dua, Pertama keadaan orang pailit sebelum diampu dan keadaan pailit sesudah
diampu. Tentang keadaan pailit sebelum diampu, Imam Malik berpendapat orang
pailit tidak boleh menghabiskan sesuatu dari hartanya tanpa imbalan, sedangkan
mengenai orang pailit sesudah diampu, maka orang tersebut tidak boleh
mengadakan penjualan, pengambilan, atau pemberian.

Kitab al-Figh ‘Ald al-Mazehib al-Khamsah karya Muhammad Jawad al-
Mugniyyah, disana dijelaskan beberapa pandangan dan pendapat para imam

mazhab, diantaranya yaitu tentang penentuan syarat-syarat orang yang dapat



dinyatakan pailit, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan orang pailit,

seperti pengakuan orang pailit (muffis), perbuatan-perbuatan hukum lainnya

(perkawinan) serta larangan-larangan bagi si pailit.

Kitab al-Figh “Ali al-Mazihib al-Arba’sh, masing-masing mazhab pada
umumnya berpendapat tentang kebolehan menghajr (mengampu) orang yang
berutang dengan syarat utangnya lebih banyak daripada harta yang dimiliki,
namun apabila hartanya lebih banyak atau sama dengan utang maka orang ini
tidak perlu dihajr.

Adapun penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan
masalah kepailitan di lingkungan Fakultas Syari’ah antara lain adalah:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akibat putusan pailit dan Penundaan
Pembayaran Utang bagi Debitur dalam Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Kepailitan.”

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Balai Harta Peninggalan dalam melakukan
pengurusan harta pailit di Pengadilan Negeri.®

3.  Tinjauvan Hukum Islam terhadap Kedudukan Orang Pailit dalam Hukum

Perdata.’

7 Sumaini, Tinjawan Hukum Islam terhadap akibat putusan pailit dan perundaan
pembayaran utang bagi debitur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, (Skripsi tidak diterbitkan: Fak.
Syarl’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarts, 2000).

8 Fauzan, Tinjauan Hukum Isiam Terhadap Balai Harta Peninggalan dalam melakukan
pengurusan harta pailit di Pengadilan Negeri, (Skripsi tidak diterbitkan: Fak. Syari’ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).

° Tuti Alawiyah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Orang Pailit Dalam
Hukum Perdata, (Skripsi tidak diterbitkan: Fak. Syari’ah JAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).
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Pada penelitian yang pertama membahas tentang adanya revisi terhadap
peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran yang lama, dalam bentuk
Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1/1998, dimana dalam peraturan tersebut
ditemukan beberapa perbedaannya dengan hukum Islam. Pada skripsi tersebut,
pembahasan lebih spesifik mengenai PP Pengganti UU No. 1/1998 dengan
bahasan apakah peraturan tersebut telah mencerminkan nilai hukum secara
menyeluruh baik norma hukum itu sendiri maupun dari dari segi norma hukum
Islam.

Sedangkan pada penelitian yang kedua, membahas fungsi Balai Harta
Peninggalan dalam melakukan pemberesan harta terhadap harta Debitur yang
telah dinyatakan pailit oleh Hakim di Pengadilan Negeri. Dalam skripsi tersebut,
pembahasan lebih ditekankan pada Fungsi Balai Harta Peninggalan itu sendiri.

Adapun pada penelitian yang ketiga, membahas tentang kapan seseorang
debitur itu dinyatakan pailit oleh Hakim dan kewajiban atasnya untuk diampu
sehingga harapan kreditur dapat tercapai yaitu terbayarnya piutang, kemudian
pembahasan lebih ditekankan pada diri orang yang dinyatakan pailit sebelum
hartanya diurus oleh Balai Harta Peninggalan.

Sedangkan penyusun sendiri membahas tentang mekanisme pengajuan
permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditujukan
kepada Pengadilan Niaga. Penelitian ini juga memfokuskan tentang kedudukan
para kreditur yang mempunyai hak-hak jaminan dalam melakukan penyelesaian

harta pailit menurut pandangan hukum Islam.
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Melihat dari hasil-hal penelitian yang ada, jelas tidak ada duplikasi dengan
judul maupun materi penelitian yang dipilih oleh penyusun. Kalaupun ada
persamaan mungkin hanya terdapat pada pembahasan kitab—kitablhukum figh dan
pendapat dari para Ulama yang memang harus disertakan sebagai argumen dalam
wawasan pengetahuan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

- utang dalam hukum Islam.
E. Kerangka Teoretik

Adapun yang dimaksud dengan bangkrut atau pailit, secara orisinil berarti
seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang
cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya.'’ Dalam Ensiklopedia Ekonomi
Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau
bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan
bankrut, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk
membayar utang-utangnya.

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang di
maksudldengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh
harta debitur agar dicapai perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar
harta tersebut dapat dibagikan secara adil diantara para kreditur.

Selanjutnya terdapat dua cara yang disediakan oleh Undang-Undang
Kepailitan agar debitur dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta

kekayaannya. Pertama ialah dengan mengajukan penundaan kewajiban

0 Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, (St. Paul. Minnesota, USA: West
Publishing: 1968), him. 186
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pembayaran utang (PKPU) atau Swurseance van Betaling atau Suspension of
Payment. Pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan
sebelum debitur diajukan permohonan pernyataan pailit atau pada waktu
permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Kedua
adalah mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya.
Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan
itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan yang telah
di putuskan oleh Pengadilan itu menjadi berakhir.

Adapun pembahasan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang ini
diatur pada Bab Ketiga dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Di dalam Islam orang yang bangkrut (Muflis) secara bahasa berarti orang
yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya.
Sedangkan menurut para ulama mazhab, Muflis adalah orang yang dilarang oleh
Hakim (untuk membelanjakan harta) karena telah terlilit oleh utang yang
menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, dimana bila seluruh
harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang (kreditur) pasti
tidak akan mencukupi.

Fakta bahwa ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan manusia dinyatakan
dengan ajaran al-Qur’an yang bersifat universal serta berpijak pada kesamaan
yang dirﬁiliki oleh semua manusia, walaupun ada yang bersifat partikular dan
kondisional akibat perbedaan-perbedaan manusiawi, waktu dan tempat. Karena itu

dikemukakan salah satu kaidah Usul Figh yang menyebutkan:
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Salah satu prinsip dari 7asyri’ al-Hukmi yaita Rafu al-Kharaj
(menghilangkan kesulitan). Hal ini disebabkan karena Allah SW.T. menurunkan
agama Islam dengan memberi keringanan dan kemudahan. Sesuai dengan firman

Allah swt:
\
bl Y dl e bl

Prinsip diatas berlaku dalam semua bidang, baik ‘ibadah, mu’amalah,
munakahah dan jinayah, apalagi dalam kondisi masaqqgah (kesulitan), kemudahan

harus diberikan sebagaimana disebutkan dalam sebuah gaidah al-fighiyyah:
T IvT

Dalam hubungan horizontal (mu’asarah ijtima’iyyah) terutama dalam

bidang hukum, syari’ah mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah
hukum mu’amalah. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, Islam dengan
hukum mu’amalahnya memperbolehkan berutang dengan konsekuensi wajib

mengembalikan. Akan tetapi bagi pihak pengutang (debitur) tidak boleh

"' M. Quraisy Syihab, Membumikan al-Qur’dn: Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Al-Mizan, 1995), him. 214,

12 Al-Bagarah (2): 185, Muhammad Nasib Al-Rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan
Tafsir Ibnu Kasir, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999, Jilid I), him. 293,

13 <Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyysh, (Jakarta: Sa’adiyah Putera, 1927), him.
29.



13

menunda-nunda pembayaran utang, karena itu merupakan perbuatan zalim,

sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

“ »uuuu({»\@\\sg,rm@\‘)b
Dalam kondisi tertentu, Islam memperbolehkan membayar tidak tepat
pada waktu yang telah disepakati bersama (2/-Dain wa al-Madin). Diantara

kondisi tersebut, adalah pada saat keadaan sulit atau pailit. Hal ini sesuai dengan

ayat al-Qur’an yang berbunyi:

1

RIS TR =g
Disebutkan pula bahwasanya orang yang berutang itu harus menepati janji
pembayarannya dan kepada manusia agar mengurangi utang-piutang. Firman

Allah dalam al-Qur’an yang berbunyi:

A= sl 1 gl \,sj\,,&,:’\&&gw‘\@@g\d,ﬁquh Iy, % YY)
16 \/):w‘

Dengan adanya ayat-ayat al-Qur’an dan al-hadits yang mewajibkan atau
menyuruvh manusia untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang
berhubungan dengan utang-piutang, Allah berjanji akan memberinya jalan (usaha)

untuk melunasinya. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa:

' Imim al-Hafiz Abi ‘I1si Mubammad bin ‘1s Ibn Surah, Al-TirmiZ, Sinan Al-TirmiZ,
Juz 2, alih bahasa Drs. H Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 663.
Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Kitab al-buyu‘, Bab fi al-matl, nomor 3345.

5 Al-Baqarah (2): 280. Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan
Tafsir Tbnu Kasir, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), him. 460.

16 Al-Isra' (15): 34.
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Didalam hukum Islam, memberikan pinjaman utang adalah termasuk
perbuatan kebajikan. Tolong menolong dalam kebaikan merupakan suatu hal yang
membawa kepada sebuah ketenangan hati. Al-Qur'an mengatur untuk tolong-
menolong terhadap segala hal yang bermanfaat, baik mengenai dunia maupun
akhirat. Menolong orang lain dengan cara memberikan pinjaman berupa modal
ataupun barang tertentu kepada pihak lain yang membutuhkan merupakan hal

yang sangat dianjurkan oleh agama, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an:

oy aally oS e sV il N e Vsl

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan mgtodologi sebagai
berikut, yaitu:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diambil adalah kepustakaan yang mengambil
data dan bahan dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan
literatur-literatur yang berkenaan dengan kepailitan dan penundaan

kewajiban pembayaran utang dari segi hukum Islam maupun menurut

7 Mustafa Muhammad ‘Imarab, Jawahir al-Bukhari, Bab fi al-hiwalah, hadis dari Ibnu
“Umar r.a., juz 2, Hadits nomor 2387, (Indonesia: Usaha Keluarga Semarang, 1950), hlm. 251.

18 Al-M#’idah (5): 7, T.M. Hasbi As-Siddieqy, 7afir al-Qur’dn al-Majid, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1965), him. 49.
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Undang-Undang Hukum Negara. (UU No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitik yaitu

dengan terlebih dahulu menggambarkan secara obyektif tentang

prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang
selanjutnya dilakukan sebuah analisis dalam perspektif Islam.

Sumber Data

Data-data yang ada diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

a. Sumber primer yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

b. Sumber sekunder berupa Kitab-Kitab Figh maupun pendapat para
Ulama yang mempunyai hubungan dengan masalah kepailitan dan -
penundaan kewajiban pembayaran utang.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu menilai

persoalan kepailitan dan penundaan pembayaran utang dalam UU No.

37 Tahun 2004 menurut syari’at agama Islam melalui definisi atau

konsep umum taffis (pailit) termasuk teorinya dalam hukum positif,

yang kemudian dianalisis dan dirumuskan secara spesifik dengan
sasaran pembahasan dalam perspektif Islam.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu apakah

prosedur hukum pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu
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layak atau tidak dengan norma yang berlaku dan sebagai tolak ukur

dalam hukum Islam.
G. Sistematika Pembahasan

Salah satu persoalan yang timbul dari adanya hubungan hukum antara
pihak kreditur dan debitur adalah utang piutang. Dalam penyelesaian masalah
utang piutang tersebut, maka Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan
sarana yang berperan untuk menjamin keadilan hukum dan memberi perlindungan
dari terjadinya penyimpangan hak yang dapat merugikan kepentingan antara
masing-masing pihak.

Menurut Undang;Un.dang tersebut, seorang debitur dapat dinyatakan pailit
jika tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada dua atau lebih
krediturnya. Namun scorang debitur dapat pula mengajukan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang yang bertujuan untuk mengadakan
perdamaian yang meliputi tawaran terhadap pembayaran seluruh atau sebagian
utangnya. Adapun penjelasan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang ini akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya dalam skripsi
ini.

Untuk ketertiban dan terarahnya penyusunan skripsi ini secara baik dan
sistematis, maka penyusun akan menggunakan sistematika pembahasan bab
perbab dengan susunan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang akan menguraikan secara

argumentatif tentang pentingnya penelitian yang dilakukan, bagian ini mencakup
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yaitu: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah
Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua merupakan kerangka teori yang menjelaskan tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bab ini terdiri dari:
- Pengertian dan Landasan Hukum, Pernyataan Pailit, Akibat Hukum dari
Kepailitan, Berakhirnya Kepailitan, Perbedaan Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, Hal-hal yang berkenaan dengan Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Islam dan Kepailitan yang terdiri dari:
Pengertian dan Dasar Hukum, Utang Piutang menurut Hukum Islam.

Bab Ketiga merupakan penjelasan terhadap persoalan Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004. Bab ini meliputi: Sekilas mengenai Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Prosedur Pengajuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bab Keempat merupakan analisa tentang Kepaﬂitén dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang yang ditinjau dari hukum Islam. Bab ini terdiri
dari: Hak-Hak Jaminan Kebendaan menurut Hukum Islam, dan Analisis Hukum
Islam tentang Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan dalam pemberesan
harta pailit.

Bab Kelima merupakan Penutup. Pada bagian ini Penyusun mencoba
menarik kesimpulan menyeluruh dari uraian skripsi yang dilanjutkan dengan

saran-sarar.






BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan membahas beberapa permasalahan yang
terkandung dalam skripsi ini, maka untuk lebih mempermudah para pembaca dalam
memahaminya, sekalipun hanya bersifat abstraktif, penyusun akan mencoba menarik
dan menuangkan ke dalam beberapa kesimpulan dalam uraian berikut ini, yaitu:

1. Menurut UU No 37 Tahun 2004, putusan atas permohonan pernyataan pailit
ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang berkedudukan hukum pada daerah
hukum debitur. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka permohonan pernyataan
pailit oleh pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan barus
ditujukan kepada Pengadilan Niaga. Tentang proses yuridis terhadap penundaan
kewajiban pembayaran utang dapat juga diajukan melalui Pengadilan Niaga dan
ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan lawyemya.

Undang-Undang Kepailitan memberikan suatu hak khusus kepada
kreditur yang disebut dengan Hak Separatis. Yang dimaksudkan dengan Hak
Separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditur pemegang Hak
Jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan Hak Jaminan
(menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Kepailitan ialah Hak
Agunan) tidak termasuk harta pailit, dan Kreditur berhak untuk melakukan

eksekusi berdasarkan kekusaannya sendin yang diberikan oleh undang-undang
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sebagai perwujudan dari hak Kreditur pemegang Hak Jaminan untuk
didahulukan daripada -kreditur lainnya. Adanya Hak Jaminan dan pengakuan
Hak Separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting
sekali dari sistem perkreditan suatu negara. Menurut Undaiag-Undang Kepailitan
Kreditur itu terbagi kepada tiga jenis yaitu:

a. Kreditur Konkuren.

b. Kreditur Preferen.

c. Kreditur Pemegang Hak Istimewa.

Menurut ketentuan syari’ah, adapun kreditur yang lebih dahulu untuk dilunasi
adalah kreditur yang mempunyai hak gadai. Kreditur yang mempunyai barang
gadaian berhak untuk dilunasi utangnya lebih dahulu dibandingkan kreditur
lainnya. Karena hak kreditur pemegang gadai terkait dengan barang yang
digadaikan debitur dan juga terkait dengan jaminar dari orang yang
menggadaikan. Sedangkan kreditur (kreditur yang tidak mempunyai hak gadai),
haknya hanya terkait pada apa yang diperjanjikan debitur saja. Dan hal ini
merupakan tujuan dari disyari’atkannya penggadaian, yakri pendahuluan dalam
pemenuhan utangnya apabila terjadi kompetensi dari kreditur lain untuk

pemenuhan utang.

Pemegang barang gadai atau pemegang agunan yang lain dapat mengeksekusi
langsung yakni dengan menjual barang yang digadaikan atau yang dibuat
jaminan. Apabila dari hasil penjualan barang yang digadaikan atau diagunkan

lebih besar dari uangnya, maka penerima gadai harus mengembalikan
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kelebihannya itu. Dan apabila hasil penjualan tersebut lebih kecil, dari utang
kreditur maka penerima gadai dapat berserikat dengan kreditur lain untuk
pemenuhan utangnya.

Apabila masa yang diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka
orang berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun seandainya
orang itu berutang tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan
pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang jaminan untuk
menjual barang tersebut, dan seandainya izin ini tidak diberikan, maka
pemegang jaminan dapat meminta pertolongan Hakim untuk memaksa orang
berutang itu untuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada si penerima
gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Jadi dalam hal ini, hukum Islam menjelaskan tentang bentuk-bentuk utang yang

dapat dibagi antara para kreditur dan yang tidak dapat dibagi. tiannya.

B. Saran-Saran

1. Didalam Kepailitan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu aspek hukum dan
aspek ekonomi. Untuk itu lembaga yang terkait dalam menyelesaikan masalah
kepailitan baik itu Hakim, Jaksa ataupun Kurator disamping menguasai bidang
bidang hukum juga harus menguasai bidang ekonomi.

2. Bahwa misi dari hukum kepailitan adalah sebagai sarana penagihan utang. Tapi
ternyata misi tersebut telah berubah yakni menjadi “monster” yang sangat

menakutkan untuk menakut-nakuti debitur nakal, yang pada akhirnya bisa
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digunakan sebagai senjata untuk mengancam debitur. Untuk itu perlu adanya
sosialisasi tentang Undang-Undang Kepailitan kepada masyarakat baik melalui
seminar-seminar ataupun diskusi tentang kepailitan dan sebagainya.

Sebagai masukan kepada Fakultas Syari’ah, hendaknya hukum kepailitan

dijadikan sebagai mata kuliah yang mandiri, disamping ilmu hukum lainnya.
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